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RINGKASAN 

Definisi kampanye menimbulkan multi tafsir antara lembaga penyelenggara 

pemilihan umum dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan tindak 

pidana pemilihan. Hal ini dapat berdampak pada adanya pelanggaran administrasi, 

akan tetapi tidak dapat dijatuhkan sanksi dikarenakan tidak menjelaskan secara 

rinci mengenai pelanggaraan administrasi tersebut. Oleh karena itu ikhhwal 

kepastian hukum adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum 

biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang tertulis. Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah yang cukup penting dan sangat berpengaruh terhadap 

elektabilitas setiap pasangan calon kepala daerah, karena tahapan ini sebagai sarana 

dan kesempatan bagi setiap pasangan calon dalam berkomunikasi secara langsung 

dengan masyarakat untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi, misi dan 

program guna meyakinkan pemilih untuk mendukungnya terlebih pada daerah yang 

menurut data kurang elektabilitasnya. Oleh karena itu pada tahap kampanye sering 

terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon secara 

langung ataupun melalui tim pemenangan yang dapat juga melaksanakan 

kampanye. Pelaksanaan kampanye yang tidak tertib mengikuti aturan pelaksanaan 

kampanye dapat disebut sebagai pelanggaran, yang mana apabila pelanggaran 

dilakukan maka dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau pidana. 

Dalam penanganan pelanggaran baik yang dilaporkan maupun temuan oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum hasil dari kegiatan pengawasan aktif, apabila 

berdasarkan kajian pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran 

administrasi Pemilihan maka badan pengawas pemilihan umum dapat 

merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten atau 

Kota sesuai dengan tingkatannya untuk ditindak lanjuti. Apabila pada kajian awal 

laporan atau temuan pelanggaran ditemukan dugaan tindak pidana Pemilihan, maka 

penanganannya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang mana 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu anggotanya terdiri dari unsur Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai 

penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan. Setelah melakukan kajian dan 

pembahasan oleh sentra penegakan hukum terpadu terhadap suatu laporan atau 

temuan, sentra penegakan hukum terpadu dapat menyimpulkan berdasarkan hasil 

kajian dan pembahasan apakah peristiwa pada laporan atau temuan tersebut 
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merupakan tindak pidana Pemilihan atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan 

tindak pidana Pemilihan maka direkomendasikan kepada Badan Pengawas 

Pemilihan Umum untuk meneruskan laporan tersebut kepada penyidik Kepolisian 

untuk dilakukan penyidikan. 

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis 

penelitian hukum normatif. Lalu sifat penelitian yaitu preskriftip. Lalu pada 

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute 

aprroach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum berupa bahan 

hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan 

analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi. 

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. Pertama. Pelanggaran kampanye 

pada tahapan pra pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah bukan termasuk 

tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan 

komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota 

untuk masing-masing pasangan calon. Kedua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak 

pidana pemilihan kepala daerah yang menjadilan Undang-Undang tersebut sebagai 

pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan 

kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan 

atau preventif dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala 

daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yaitu, 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. 

Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang 

dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.  
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ABSTRAK 

Kata Kunci: Kampanye, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis untuk menganalisis untuk 

menganalisis mengenai kampanye pada tahapan pemungutan suara ulang apakah 

termasuk bagian dari hukum pidana dan untuk menganalisis mengenai kebijakan 

formulasi terhadap pelanggaran peserta pemilihan kepala daerah. 

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan 

cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. Lalu sifat penelitian yaitu preskriftip yaitu ilmu 

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 

konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Lalu pada pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute aprroach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder 

yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum 

dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi. 

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. Pertama. Pelanggaran kampanye 

pada tahapan pra pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah bukan termasuk 

tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan 

komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota 

untuk masing-masing pasangan calon. Kedua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak 

pidana pemilihan kepala daerah yang menjadilan Undang-Undang tersebut sebagai 

pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan 

kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan 

atau preventif dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala 

daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yaitu, 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. 

Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang 

dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.  
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ABSTRACT 

Keywords: Campaign, Re-Voting, Regional Head Election 

The objectives to be achieved in writing the thesis are to analyze whether the 

campaign at the re-voting stage is part of criminal law and to analyze policy 

formulation regarding violations by regional head election participants. 

In writing this thesis, the author used research with a type of normative legal 

research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing 

legal materials related to the problem to be discussed, then the nature of the 

research is prescriptive, namely legal science studies the objectives of law, values. 

justice, validity of legal rules, legal concepts, and norms. Then the research 

approach uses a statutory approach and a case approach. Legal materials consist 

of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. 

Processing and analysis of legal materials is carried out by inventorying and 

identifying them. 

From the research results there are conclusions namely. First. Campaign violations 

during the pre-voting stage of re-election of regional heads are not considered 

criminal acts, because the campaign actions are outside the schedule set by the 

Provincial general election commission and the Regency/City general election 

commission for each pair of candidates. Second. Law Number 1 of 2015 is the basis 

for enforcing violations committed in regional head election crimes which makes 

this Law a penal approach in formulating policies for regional head election 

violations. Then in non-penal policies, using preventive or preventive measures to 

overcome criminal violations of regional head elections. There are 3 (three) types 

of violations in regional head elections, namely, administrative violations, code of 

ethics violations and criminal violations. Handling violations in regional head 

elections is a supervisory process that is carried out closely by election supervisors. 
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